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PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mna

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Serunaian, 01 Juli

2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email @gmail.com, selanjutnya
disebut Penggugat;
melawan,
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sirih llir, 23 Mei 2000,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Desa Lubuk Sirih llir,
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari
Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor
113/Pdt.G/2024/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada

hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sebagaimana tercantum dalam
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Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/05/X1/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan
tanggal 07 November 2022, dengan status perkawinan Jejaka dan
Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul
sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1701041406230001, tempat tanggal
lahir Bengkulu Selatan, 14 Juni 2023, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah,
yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat yang beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu
Selatan, lebih kurang selama 8 bulan, sampai akhirnya berpisah;

4, Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2023 ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
Bahwa, sekitar bulan Maret 2022 mulai terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat
malas bekerja;

5. Bahwa, Penggugat sering mengingatkan kepada Tergugat untuk bekerja
dikarnakan sebentar lagi Penggugat dan Tergugat akan memiliki anak yang
menyebabkan Tergugat emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah
tangga

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus
sehingga akhirnya sejak bualan November 2023 hingga sekarang selama
kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan
dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Lubuk Sirih llir, Kecamatan
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada
hubungan lagi;
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7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi
unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga
berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik
adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai
berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
(PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa
upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah berupaya menyampaikan nasihat kepada
Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, terlebih
antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah 4 bulan lamanya, dan atas
nasihat hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara e-court maka
pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan

nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Te
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rgugat terlebih antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah 4 bulan lamanya
dan atas nasihat hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan
mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu
maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
133/Pdt.G/2024/PA.Mna oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp175.0000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Penutup
Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan
Agama Manna pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Marlina, S.H.l., M.H., sebagai
hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi
oleh M. Sahrun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pengg
ugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.l., M.H.
Panitera Sidang,

M. Sahrun, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses ' Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 30.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah ' Rp. 175.000,00

(seratﬁs tujuh puluh lima ribu rupiah)
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